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ABSTRACT.

This study aims to analyze fiscal policy towards non-Muslims through the instruments of jizyah and 'usyur
from the perspective of Abu Yusuf and Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, and their relevance to social justice.
The research method used is descriptive qualitative with an approach to the history of economic thought
through analysis of primary texts Kitab al-Kharaj and Kitab al-Amwal. The results show that Abu Yusuf
emphasized the reform of the proportional tax system (mugasamah) and performance efficiency to prevent
it. Meanwhile, Abu 'Ubaid formulated the management of state revenues through Baitul Mal to guarantee the
basic needs of society and prevent the concentration of unilateral wealth. The discussion reveals that both
figures view jizyah and 'usyur not as discrimination, but rather a social contract for the protection of security
and public facilities for non-Muslim citizens. Simultaneously, this classical fiscal concept provides a moral
foundation for modern economic inclusiveness, where the state is responsible for realizing distributive justice
and welfare for all plural societies regardless of religious background.
Keywords: Islamic Economics, Jizyah, 'Usyur, Abu Yusuf, Abu 'Ubaid, Fiscal Policy

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan fiskal terhadap non-Muslim melalui instrumen jizyah dan
‘usyur dalam perspektif Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam, serta relevansinya terhadap keadilan
sossial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sejarah pemikiran
ekonomi melalui analisis teks primer Kitab al-Kharaj dan Kitab al-Amwal. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Abu Yusuf menekankan reformasi sistem perpajakan yang proporsional (mugasamah) dan efisiensi
birokrasi untuk mencegah penindasan. Sementara itu, Abu ‘Ubaid memformulasikan pengelolaan pendapatan
negara melalui Baitul Mal untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan mencegah konsentrasi kekayaan
sepihak. Pembahasan mengungkap bahwa kedua tokoh memandang jizyah dan ‘usyur bukan sebagai
diskriminasi, melainkan kontrak sosial atas perlindungan keamanan dan fasilitas publik bagi warga non-
Muslim. Simpulannya, konsep fiskal klasik ini memberikan fondasi moral bagi inklusivitas ekonomi modern, di
mana negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat plural tanpa memandang latar belakang agama.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Jizyah, 'Usyur, Abu Yusuf, Abu ‘Ubaid, Kebijakan Fiskal
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PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas prinsip keadilan,
keseimbangan, serta tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh umat manusia. Salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan
bagi sistem ekonomi tersebut adalah prinsip rahmatan /il ‘alamin, yaitu ajaran Islam yang
membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa membedakan agama, ras, maupun latar belakang
sosial. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi pada masa pemerintahan
Islam klasik, di mana non-muslim yang hidup di bawah otoritas negara Islam tetap memperoleh
perlindungan hukum, keamanan, serta kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi
secara adil. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan
umat Islam semata, tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat non-muslim sebagai

bagian dari warga negara yang berada dalam sistem pemerintahan Islam (Anisa, 2024).

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, negara selalu
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Dalam ekonomi
Islam, sistem fiskal bertujuan untuk mengimbangi hak dan kewajiban warga negara, termasuk
non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam. Salah satu bentuk kontribusi
ekonomi yang dikenakan pada non-muslim adalah jizyah, yang merupakan kewajiban finansial
sebagai kompensasi atas perlindungan negara dan kebebasan beragama yang mereka peroleh.
Selain itu, instrumen fiskal seperti 'wsyur juga terkait dengan perdagangan, sering dikaitkan

dengan pungutan perdagangan lintas negara atau lintas wilayah (Nisak, 2021).

Dalam beberapa karya ekonomi Islam Klasik, jizvah dan ‘usyur dianggap sebagai
mekanisme fiskal negara untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang
plural, bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap non-muslim. Sistem ini juga menunjukkan
hubungan sosial antara negara dan warganya, negara memberikan keamanan dan perlindungan,
dan warga negara memberikan kontribusi keuangan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu,
kebijakan fiskal ekonomi Islam memiliki aspek moral dan sosial yang signifikan karena mereka
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan

bagi masyarakat secara keseluruhan (Syamsuri, 2021).

Para ulama klasik memainkan peran penting dalam pembentukan teori keuangan publik
Islam, dan diskusi tentang instrumen fiskal dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari
mereka. Dua tokoh penting dalam kajian ini adalah Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam.

Abu Yusuf lebih dikenal karena karyanya Kitab a/-Kharaj, yang membahas tentang bagaimana
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sistem perpajakan dan administrasi keuangan negara Islam diatur, dan Abu 'Ubaid al-Qasim bin
Sallam lebih dikenal karena karyanya Kitab a/-Amwal, yang membahas tentang prinsip-prinsip
manajemen sumber-sumber keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Kedua tokoh tersebut
berkontribusi besar pada pembentukan gagasan kebijakan fiskal yang berfokus pada kesejahteraan

masyarakat dan keadilan (Khair et al., 2024).

Pemikiran Abu ‘Ubaid dalam Kitab a/-Amwal secara khusus memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai bagaimana negara Islam mengelola berbagai sumber pendapatan publik
seperti zakat, kharaj, jizyah, dan 'usyur. Ia tidak hanya menjelaskan aspek hukum dari berbagai
instrumen fiskal tersebut, tetapi juga menyoroti praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW serta para sahabat dalam mengelola keuangan negara. Pendekatan historis dan
normatif yang digunakan oleh Abu ‘Ubaid menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dalam Islam
harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, serta tanggung jawab negara terhadap

kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2024; Azzah et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah pertanyaan utama
yang menjadi fokus penelitian. Pertama, bagaimana kebijakan jizyah dan ‘usyurdapat menjamin
keadilan bagi orang non-muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam. Kedua, apa perbedaan

antara perspektif Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid tentang instrumen keuangan publik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep jizyah dan usyur dalam
pemikiran ekonomi Islam klasik, khususnya dalam perspektif Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep-konsep tersebut dengan prinsip
inklusivitas ekonomi dalam konteks modern, terutama dalam melihat hubungan antara negara dan
warga negara sebagai bentuk kontrak sosial yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi

seluruh masyarakat.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (/ibrary
research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam klasik.
Data penelitian bersumber dari data primer berupa teks asli Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf dan
Kitab al-Amwal karya Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam, serta data sekunder dari literatur ilmiah
terkait kebijakan fiskal non-Muslim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi
dengan metode purposive sampling terhadap materi yang relevan dengan instrumen jizyah dan
‘usyur. Lokasi penelitian berbasis pada akses digital dan perpustakaan literatur klasik yang

dilaksanakan pada periode tahun akademik 2025/2026. Teknik analisis data yang digunakan



IZ/'ukTaFmgs.lRﬁfaL.':tri;ndli.’nDarA‘_"nTslfnya A:%‘?I EOhim' Aeni Analisis Kedudukan Non-Muslim dalam Ekonomi Islam: Kewajiban
urul Fadhilah, Lina Marlina, Ana Fauzyah Liana Jizyah dan ‘Usyur Perspektif Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid

adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif untuk membedakan serta mensistesis
pemikiran kedua tokoh tersebut. Hasil analisis kemudian ditarik kesimpulannya guna merumuskan
relevansi konsep fiskal klasik terhadap inklusivitas ekonomi dan keadilan distributif dalam konteks

modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pandangan Abu ‘Ubaid dalam Kitab al-Amwal

Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam merupakan salah satu ulama klasik yang memberikan
kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam bidang
keuangan publik. Pemikirannya tertuang secara sistematis dalam karya monumentalnya Kitab al-
Amwal, yang dianggap sebagai salah satu referensi paling komprehensif mengenai sistem fiskal
dalam pemerintahan Islam pada masa klasik. Dalam kitab tersebut, Abu ‘Ubaid membahas
berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ‘usyur, serta
menjelaskan bagaimana instrumen-instrumen tersebut harus dikelola secara adil oleh negara.
Menurutnya, pengelolaan harta publik tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi
juga memiliki dimensi moral dan sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah
terhadap kesejahteraan masyarakat (Anisa, 2024).

Salah satu karakteristik utama pemikiran Abu ‘Ubaid adalah pendekatannya yang sangat
kuat terhadap sumber-sumber hukum Islam, terutama hadis Nabi Muhammad SAW dan atsar para
sahabat. Dalam membahas kebijakan fiskal, Abu ‘Ubaid banyak merujuk pada praktik
pemerintahan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
kebijakan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tradisi hukum dan praktik historis yang
telah terbukti memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan harta publik, Abu ‘Ubaid menekankan bahwa negara memiliki
tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa setiap sumber pendapatan negara dikelola
secara transparan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Instrumen fiskal seperti jizyah
dan ‘usyur harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta tidak
boleh menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu,
integritas aparat negara dan sistem administrasi yang baik menjadi faktor penting dalam
keberhasilan pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam (Syamsuri, 2021).

Dalam Kitab al-Amwal, Abu ‘Ubaid juga memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan
usyur, yaitu pungutan yang dikenakan terhadap aktivitas perdagangan lintas wilayah atau lintas
negara. Menurutnya, penerapan ‘usyur tidak hanya didasarkan pada kebutuhan negara untuk

memperoleh pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan ekonomi antarnegara yang
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bersifat timbal balik.

Prinsip reciprocity atau timbal balik ini berarti bahwa apabila suatu negara non-muslim
mengenakan pajak terhadap pedagang muslim yang memasuki wilayahnya, maka negara Islam
memiliki hak untuk mengenakan pungutan yang setara kepada pedagang dari negara tersebut.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam telah dikenal konsep keadilan
dalam hubungan perdagangan internasional. Dengan demikian, penerapan ‘usyur tidak
dimaksudkan untuk menghambat perdagangan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dalam
hubungan ekonomi antara berbagai negara atau wilayah (Nisak, 2021; Khair et al., 2024).

Selain itu, Abu ‘Ubaid menegaskan bahwa pungutan ‘usyur harus dilakukan secara
proporsional agar tidak membebani para pedagang secara berlebihan. Negara tidak boleh
menetapkan tarif yang terlalu tinggi sehingga dapat menghambat aktivitas perdagangan dan
merugikan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran ekonomi Islam klasik,
kebijakan fiskal harus tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan serta menjaga stabilitas
ekonomi masyarakat (Sari et al., 2024).

Diskusi lain yang cukup penting dalam pemikiran Abu ‘Ubaid adalah mengenai apakah
‘usyur memiliki batas minimum harta atau nisab sebelum dikenakan pungutan, sebagaimana yang
berlaku dalam zakat. Beberapa ulama berpendapat bahwa ‘usyur dapat dikenakan langsung
terhadap aktivitas perdagangan tanpa memperhatikan batas minimum harta karena berkaitan
dengan transaksi komersial yang menghasilkan keuntungan. Namun demikian, Abu ‘Ubaid
menekankan bahwa kebijakan fiskal harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi para
pedagang.

Meskipun ‘usyur tidak selalu memiliki ketentuan nisab yang sama dengan zakat,
penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Negara tidak
boleh memberlakukan pungutan yang dapat merugikan pelaku usaha kecil atau menghambat
perkembangan perdagangan. Dalam pandangan Abu ‘Ubaid, tujuan utama dari kebijakan fiskal
bukanlah semata-mata meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan kesejahteraan
masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Azzah et al., 2024).

Secara keseluruhan, pemikiran Abu ‘Ubaid menunjukkan bahwa sistem keuangan publik
dalam Islam dibangun atas dasar prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.
Instrumen fiskal seperti jizyah dan ‘usyur harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme ekonomi
yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial serta menciptakan hubungan yang harmonis antara
negara dan masyarakat, termasuk masyarakat non-muslim yang hidup dalam wilayah
pemerintahan Islam.

Perspektif Abu Yusuf: Keadilan dalam Sistem Perpajakan ( Kharaj dan Jizyah)
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Pemikiran Abu Yusuf dalam masterpiece-nya, Kitab al-Kharaj, menekankan bahwa keadilan
fiskal merupakan pilar stabilitas negara yang harus adaptif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Ia
berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan membayar
(ability to pay) dari wajib pajak. Abu Yusuf mengkritik keras sistem misahah (berdasarkan luas
tanah tetap) yang tidak fleksibel, dan mengusulkan sistem mugasamah (bagi hasil proporsional).
Baginya, pajak tidak boleh bersifat eksploitatif; jika hasil panen gagal, beban pajak harus
disesuaikan agar tidak menghancurkan kemandirian ekonomi petani (Fauzia, 2017).

Penerapan Jizyah dalam pandangan Abu Yusuf juga sangat memperhatikan aspek
kemanusiaan dan stratifikasi sosial. Ia mengkategorikan pembayar jizyah ke dalam kelompok kaya,
menengah, dan miskin dengan tarif yang berbeda secara progresif. Abu Yusuf menegaskan bahwa
kaum dhuafa, kaum disabilitas, dan mereka yang tidak memiliki penghasilan harus dibebaskan dari
kewajiban ini. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, fungsi redistribusi dan
perlindungan sosial jauh lebih utama daripada sekadar akumulasi kas negara semata (Haneef &
Furgani, 2023).

Dalam konteks administratif, Abu Yusuf sangat menekankan integritas aparatur pajak. Ia
menyarankan agar pengumpul pajak dipilih dari individu yang jujur dan takut kepada Allah, guna
menghindari praktik korupsi dan penindasan. Ia mengusulkan pengawasan ketat dari pusat
terhadap para kolektor di daerah untuk memastikan bahwa tidak ada pungutan tambahan di luar
ketentuan syariat. Akuntabilitas administratif ini dianggap sebagai kunci utama dalam membangun
kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan rakyat yang secara langsung berdampak pada
stabilitas politik dan ekonomi (Anggraini, 2024).

Terakhir, Abu Yusuf melihat hubungan timbal balik antara pajak dan infrastruktur. Ia
berargumen bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik seperti irigasi,
jembatan, dan keamanan yang mendukung produktivitas lahan, yang pada gilirannya
meningkatkan basis pajak secara alami (Janwari, 2016). Logika ekonominya sangat modern:
dengan mempermudah sarana produksi, hasil panen akan meningkat yang secara otomatis akan
memperbesar basis penerimaan pajak negara melalui sistem bagi hasil. Inilah siklus ekonomi
berkeadilan yang menjadi inti dari teori fiskal Abu Yusuf.

Analisis Komparatif Pemikiran Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid

Analisis komparatif antara Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid mengungkapkan dua pendekatan
yang slaing melengkapi dalam diskursus ekonomi islam. Abu Yusuf cenderung lebih pragmatis dan
berorientasi pada kebijakan fiskal seta efisiensi administrasi negara demi kesejahteraan publik
(maslahah). Sebaliknya, Abu ‘Ubaid menekankan pada aspek kepastian hukum dan perlindungan
hak milik pribadi dari intervensi negara yang berlebihan (Anggraini, 2024).
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Dalam hal kebijakan pajak, keduanya sepakat bahwa keadilan adalah supremasi tertinggi,
namun memiliki titik berat yang berbeda pada implementasi. Abu Yuusf lebih vokal dalam
mereformasi metode pemungutan pajak dari sisitem tetap ke sistem proporsional untuk
menyesuaikan dengan fluktuasi ekonomi. Sementara itu, Abu ‘Ubaid sangat menekankan pada
standarisasi ukuran syari dan kejelasan status hukum atas aset publik agar tidak terjadi
malapraktik distribusi (Islahi, 2020) . Abu ‘Ubaid sangat berhati-hati dalam menjaga hak milik
individu agar tidak dirampas oleh negara secara sewenang-wenang atas nama pajak (Chamid,
2010).

Mengenai distribusi kekayaan, Abu Yusuf melihatnya sebagai alat untuk memacu
pertumbuhan ekonomi makro, sedangkan Abu ‘Ubaid lebih menekankan pada fungsi jaminan
sosial. Bagi Abu ‘Ubaid, kekayaan negara (baitu/ mal) adalah jangkar pengaman sosial yang
distribusi hartanya harus memprioritaskan fakir miskin secara spesifik sesuai koridor syariah
(Rahmah, 2025). Ia memandang keadilan distribusi sebagai syarat mutlak agar kekayaan tidak
hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, sejalan dengan prinsip Al-Qur‘an.

Perbedaan antara keduanya terletak pada perspektif operasionalnya: Abu Yusuf bertindak
sebagai seorang birokrat yang mencari efisiensi sistem, sedangkan Abu ‘Ubaid bertindak sebagai
penjaga etika hukum ekonomi (Haneef & Furgani, 2023). Namun, keduanya bertemu pada satu
muara, yaitu penolakan terhadap kezaliman penguasa terhadap rakyat. Integrasi dari kedua
pemikiran ini memberikan fondasi yang komprehensif bagi sistem ekonomi Islam, di mana efisiensi
manajerial (Abu Yusuf) harus berjalan beriringan dengan keadilan distributif dan legalitas syari
(Abu ‘Ubaid).

Kedudukan Non-Muslim sebagai Subjek Ekonomi yang Berdaulat

Dalam sistem pemerintahan Islam Klasik, non-Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan
Islam (ahl al-dzimmah) memiliki kedudukan yang jelas dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.
Mereka tidak diposisikan sebagai kelompok yang terpinggirkan, melainkan sebagai subjek ekonomi
yang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Islam memberikan
perlindungan terhadap jiwa, harta, serta kebebasan beragama mereka, sehingga mereka dapat
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, produksi, maupun jasa
(Nisa, 2018).

Para ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam menjelaskan
bahwa non-Muslim tetap memiliki hak kepemilikan harta, kebebasan bertransaksi, serta
perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Mereka dapat menjalankan usaha, berdagang di

pasar, serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya selama tidak melanggar aturan umum yang



IZ/'ukTaFmgs.lRﬁfaL.':tri;ndli.’nDarA‘_"nTslfnya A:%‘?I EOhim' Aeni Analisis Kedudukan Non-Muslim dalam Ekonomi Islam: Kewajiban
urul Fadhilah, Lina Marlina, Ana Fauzyah Liana Jizyah dan ‘Usyur Perspektif Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid

berlaku di masyarakat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal telah
mengakui pluralitas masyarakat dan memberikan ruang bagi seluruh kelompok untuk berpartisipasi
dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks fiskal, non-Muslim memiliki kewajiban membayar jizyah, yaitu kontribusi
finansial kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan pemerintahan dan jaminan
perlindungan yang diberikan oleh negara. Jizyah juga berfungsi sebagai pengganti kewajiban
militer yang pada umumnya diwajibkan kepada laki-laki Muslim. Oleh karena itu, kewajiban ini
tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai mekanisme keseimbangan
antara hak dan kewajiban warga negara.

Selain jizyah, dalam aktivitas perdagangan internasional dan lintas wilayah, pedagang non-
Muslim dapat dikenakan ‘usyur, yaitu semacam bea perdagangan atas barang yang masuk atau
keluar dari wilayah negara Islam. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi non-Muslim, tetapi juga
bagi pedagang Muslim dengan ketentuan tarif yang berbeda sesuai prinsip keadilan dan
keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, sistem fiskal dalam ekonomi Islam mengakui non-
Muslim sebagai bagian dari sistem ekonomi negara yang memiliki tanggung jawab fiskal sekaligus
hak perlindungan ekonomi.

Relevansi Konsep dalam Konteks Ekonomi Islam

Konsep fiskal klasik dalam ekonomi Islam, seperti jizyah dan ‘usyur, memiliki nilai
konseptual yang masih relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal keadilan
fiskal, distribusi beban pajak, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Prinsip dasar yang
dikemukakan oleh para ulama klasik bukan hanya mengenai jenis pajak tertentu, tetapi lebih
kepada bagaimana negara mengelola pendapatan publik secara adil dan tidak memberatkan
masyarakat.

Pemikiran Abu Yusuf menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan
kemampuan ekonomi masyarakat serta tidak boleh menimbulkan penindasan atau eksploitasi.
Pajak yang terlalu berat dapat merusak aktivitas ekonomi dan menurunkan kesejahteraan
masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep perpajakan modern yang menekankan asas
keadilan, kemampuan membayar (ability to pay), dan efisiensi ekonomi.

Sementara itu, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan
negara yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pendapatan negara dari
berbagai sumber, termasuk pajak dan pungutan perdagangan, harus digunakan untuk kepentingan
masyarakat seperti keamanan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial. Prinsip ini
memiliki kesamaan dengan konsep fiskal modern yang menempatkan negara sebagai pengelola

sumber daya untuk kesejahteraan publik.
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Dalam konteks negara modern yang plural dan multikultural, konsep jizyah dan ‘usyur
dapat dipahami secara lebih substantif sebagai bentuk kontribusi fiskal warga negara terhadap
pembiayaan negara. Esensi yang dapat diambil dari konsep tersebut adalah keadilan dalam
pembagian beban pajak, perlindungan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi, serta
pengelolaan pendapatan negara untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pemikiran fiskal
klasik dalam ekonomi Islam tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan
landasan konseptual bagi pengembangan sistem fiskal yang inklusif, adil, dan berorientasi pada
kemaslahatan masyarakat dalam sistem ekonomi modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam klasik yang diusung oleh Abu ‘Ubaid dalam Kitab al-Amwal dan
Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj meletakkan fondasi sistem keuangan publik yang mengutamakan
prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab sosial. Temuan menunjukkan bahwa
meskipun keduanya memiliki titik tekan yang berbeda, Abu Yusuf pada efisiensi administrasi dan
sistem bagi hasil (mugasamah), sementara Abu ‘Ubaid pada kepastian hukum syari dan
perlindungan hak milik individu. Keduanya sepakat bahwa kebijakan fiskal harus berbasis pada
kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip timbal balik (reciprocity). Instrumen seperti
Jizyah dan 'usyur bukan merupakan alat diskriminasi, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan
dan jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk non-muslim sebagai subjek
ekonomi yang berdaulat. Integrasi kedua pemikiran ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi
negara hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara integritas birokrasi, transparansi pengelolaan

dana publik, dan distribusi kekayaan yang merata demi kemaslahatan umum (maslahah).
SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi
komparatif yang lebih mendalam dengan menghubungkan prinsip-prinsip fiskal klasik ini terhadap
instrumen pajak modern, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak penghasilan progresif,
guna menemukan model adaptasi yang relevan bagi negara dengan penduduk mayoritas Muslim.
Selain itu, diperlukan kajian empiris mengenai transformasi lembaga Baitu/ Mal menjadi sistem
perbendaharaan negara modern yang mampu mengadopsi etika hukum Abu ‘Ubaid guna
mencegah malapraktik distribusi. Pemerintah dan akademisi juga diharapkan dapat menggali lebih
jauh konsep reciprocity dalam perdagangan internasional versi Abu ‘Ubaid untuk memperkuat

posisi tawar ekonomi dalam perjanjian dagang lintas negara di era globalisasi saat ini.
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